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ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG

Oleh :
Nasywa Putri Karina
2101051053

Penelitian in1 bertujuan untuk menganalisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal
22 serta mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 22 atas
pengadaan barang pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPl Bandar Lampung apakah telah
sesual dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan dan Peraturan Menteni Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 2022
Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di
Bidang Lain.

Penelitian imi menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian membahas
masalah  dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan
membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, dan pelaporan PPh
pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
sudah sesuar dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMEK.010/2022
Tahun 2022.

Kedepannya harus lebih ditingkatkan dan lebih mengikuti perkembangan setiap
perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dengan sendirinya tanpa menunggu
sosialisai dari pithak Kantor Pelayanan Pajak.

Kata Kunci : Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 2
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan  Nasional adalah  kegiatan yang berlangsung  secara
terusmenerus  dan  berkesinambungan wyang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan
tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber penerimaan dana yang berasal dar

dalam negara yaitu pajak.

Pajak adalah sumber pembiayaan paling besar negara, karena pajak merupakan
iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarmya yang
pemungutannya dapat dipaksakan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yvang langsung dapat ditunjuk. dan gunanya adalah untuk
membiayal pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang

menyelenggarakan pemerintahan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi
perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya
akan menurunkan after tax profit dan cash flow (Novayanti, 2012). Semakin tinggi
laba yang didapat, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan.
Oleh sebab itu, manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak yang
sinergis dengan perkembangan vang terjadi pada perusahaan (Anzar, 2014). Hal
penting dalam tugas suatu manajemen ialah berupaya untuk meningkatkan profit
vang maksimal, namun disisi lain manajemen berupaya untuk dapat meminimalisir

beban pajaknya pada akhir tahun.



Salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak 1alah manajemen pajak.
Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan
benar tetapi jumlah pajak vang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk
memperoleh laba dan likwditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah
satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak
adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan
manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa
perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan perpajakan tanpa melakukan
pelanggaran konstitusi atau Undang Undang Perpajakan yang berlaku (Suandy,
2011).

Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang
merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut
oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun
berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak
vang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan Wajib
Pungut keliru sehingga berpengaruh terhadap jumlah pemotongan PPh Pasal 22 yang

bersangkutan.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah
satu jenis pajak yang pelunasannya dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pihak ketiga,
maka pihak ketiga tersebut memliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Terdapat
kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang
dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang
bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang tata cara

pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta
perhitungan didefinisikan sebagai berikut : “Perhitungan adalah penjumlahan atau

penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa dan ongkos antaran.”™



Maka dari definisi diatas dapat diketahui perhitungan adalah suatu proses

penjumlahan yang sistematis untuk menentukan jumlah suatu biaya.

Pelaporan pada dasamya adalah sarana dan tindakan untuk mengumpulkan,
memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi dalam suatu  perusahaan.
Pelaporan juga berarti mereduksi hal-hal yang kompleks menjadi hal-hal yang
esensial. Sehingga membuat data dapat diakses dengan cara yang disederhanakan
untuk kelompok sasaran dan pemangku kepentingan tertentu. Ini bisa bersifat internal
dan eksternal. Untuk itu, informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan
lingkungannya disusun dalam bentuk laporan, sehingga disebut “pelaporan”. Jenis
laporan bisa bermacam-macam, namun tabel dan diagram sering digunakan untuk
presentasi. Penting agar data tersedia bagi pengguna dengan cara yang dapat

dipahami dan jelas.

Keimigrasian adalah Aktivitas perpindahan penduduk negara lain ke negara
tertentu untuk menetap. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keinigrasian. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap.
Dalam Undang-undang pasal 1 Ayat | Nomor 6 Tahun 2011 tentang ke Imigrasian,
Keimigrasian adalah “Hak Ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah
Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya

Kedaulatan Negara.

Dari pengertian diatas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan
pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan
baik dilakukan antara warga Negara asing dengan Negara tujuann termasuk warga
negaranya, maupun warga Negara asing dengan warga Negara asing yang berada di
Negara tujuan bertempat tinggal. Pengertiaan diatas oleh Negara Indonesia dianggap
perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang
Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sesual ketentuan pasal | angkta 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut,



menyebutkan yang dimaksud Keimigrasina adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang
masuk atau keluar wilayah Negara republik Indonesia serta pengawasannya dalam
rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk
mengangkat judul, “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Pada
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Bandar Lampung”™.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah vang terdapat dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah perhitungan pajak terhadap PPh Pasal 22 di kantor Imigrasi Kelas 1
TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah pelaporan pajak terhadap PPh Pasal 22 di kantor Imigrasi Kelas | TPI

Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan pada penelitian ini adalah :
1. Untuk Mengetahui Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Kantor Imigrasi Kelas 1
TPI Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui Pelaporan PPh Pasal 22 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi dan informasi atan
sebagail data tambahan untuk penelitian yang serupa kedepannya.

2. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perhitungan dan
prosedur pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan pada
Kantor Imigrasi Kelas I TPl Bandar Lampung serta sebagai bahan



pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya di masa vang akan

datang dalam melakukan tax planning.

3. Bagi Instansi Terkait

1)

2)

Hasil penelitian im sebagai referensi yang berguna dalam melakukan
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22, serta
menambah pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan PPh
Pasal 22.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 TP1
Bandar Lampung mendapatkan masukan atau saran tentang
Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 serta sebagai evaluasi
terhadap pelaksanaan PPh Pasal 22 dikantor Imigrasi kelas [ TPI
Bandar Lampung.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak
2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara dan
selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat

umum. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan perpajakan.

Pajak adalah uran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan vang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. {Soemitro, 2012)

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuata vang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
diteteapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

(Djajadiningrat, 2012)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya
kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran

umum. (Feldmann, 2012)

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) vang terutang
oleh yang wajib membayamya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayal pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang

menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2007)



Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

b} Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

¢) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam

pelaksanaan pebangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk

membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Waluyo (2011:6) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

i)

b)

Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bag pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi Mengatur (regulered)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih
tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang

mewabh.

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

1)

Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan
kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di
kendalikan. Hal ini dapat di lakukan dengan mengatur peredaran uang yang
beredar di masyarakat. pemungutan pajak. penggunaan pajak yang efektif

dan efisien.



2) Fungsi Redistribusi
Pajak yang sudah di pungut oleh Negara di gunakan untuk membiayai
kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga
dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat.
3) Fungsi Demokrasi
Pajak vang sudah di fungut oleh Negara merupakan wujud sitem gotong
royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada

masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak
Dalam berbagai literatur ilmu kevangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak
terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis — jenis pajak. 12 Perbedaan
pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa
vang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain,
siapa yang memungut, serta sifat — sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.
Berikut im adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria diatas:
. Menurut Golongan
a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada
wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, wajib
pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak yang dan
beban pajak im tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh :Pajak
Penghasilan (PPh).
b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan
kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak
Penjualan Barang Mewah. Pajak i dipungut oleh WP ( Pengusaha Kena
Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna

Jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.



2. Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama
diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah
menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.

b) Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang
pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah
menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi
Bangunan ( PBB ).

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

a) Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam
hal im1 adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak,
misalnya adalah PPh dan PPN.

b) Pajak Derah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah
Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak
Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni:
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah
Tanah dan Air Permukaan Tanah. Sedangkan pajak Kabupaten / Kota
terdirt dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

2.1.4 Manfaat Pajak
Manfaat Pajak Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di
wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak vang
dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara namun juga
dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak adalah sebagai berikut :
1. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai
pengeluaran negara yang bersifat self liquditing, contohnya pengeluaran

untuk proyek produktif barang ekspor.
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2. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran
produktif dimana pengeluaran produkuf adalah pengeluaran yang memberikan
keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan
dan pertanian.

3. Membiayai pengeluaran yvang bersifat self liquiditing dan tidak reproduktif
yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirtan monumen dan objek
rekreasi.

4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah
pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran
untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim

piatu.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibag tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo
(2011:17) sebagai berikut:

. Sistem Official Assessment. Sistem inl merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah
sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada
fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat
ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem Self Assessment. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang
member1 wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besamya
pajak yang harus dibayar.

3. Sistem Withholding. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan
vang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat
berupa keuntungan dan usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, deviden, royalty, dan
lain sebagainya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau

regresif. (Resmi, 2011)

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah siapa pun yang diwajibkan untuk membayar pajak
penghasilan. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi atau perseorangan,
warisan vang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan dan badan atau

bentuk usaha tetap.

2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik vang berasal dar Indonesia maupun luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib
pajak bersangkutan, (Wijaya & Trisnayanti, 2022)

Contoh objek pajak penghasilan adalah:

a) Gaji, tunjangan, insentif, bonus, atau gratifikasi, vang pensiun atau imbalan
lainnya atas pekerjaan yang dilakukan.

b} Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.

¢) Laba bruto usaha.

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk
keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, anggota, serta karena likuidasi.

¢) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
pembayaran tambahan pengembalian pajak.

f) Bunga, termasuk premium dan diskonto.

g} Dividen.
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2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

a)

b)

Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas
penyerahan barang;

Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain:

Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang vang tergolong sangat
mewah. Berdasarkan pengertian tersebut, secara sederhana, dapat disebutkan
bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas

penyerahan barang.

Berdasarkan pengertian tersebut. secara sederhana, dapat disebutkan bahwa Pajak

Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang.

2.6 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1.5% dari

pembelian adalah:

1.

=

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek
PPh Pasal 22 impor barang

Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebaga
pemungut pajak pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah, Instansi atau
Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang;

Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang yang dilakukan dengan mekanisme vang persediaan (UP);

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah
Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga

yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
PT Pertamina {Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Thbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.,, PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Thk.. PT Wiaya Karya (Persero) Thk., PT Adh Karya
{Persero) Thk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero)
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dar
pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

Industri atau badan wsaha yang melakukan pembelian komoditas tambang
batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan badan atau orang

pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Adapun yang menjadi objek dari pajak penghasilan pasal 22 1m adalah sebagai

berikut:

a)
b)

c)

d)

e)

gl

Impor barang

Pembayaran atas pembehian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan
pemerintah pusat/daerah

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang
dananya dari belanja negara/daerah

Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pertamina dan badan usaha
lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super
dan gas

Penjualan semua jenis kendaraan bermotor

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dalam
sektor perhutanan, perkebunan, pertanian.

Dan lain-lain ditentukan dengan Undang-undang.
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2.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

a)

b)

c)

d)

g)

h)

i)

k)

1)

Importir yang memiliki APl (Angka Pengenal Importir) tarif 2.5%

PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai impor 25

Importir yang tidak memiliki APL, tanif 7.5%

PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai impor

Barang impor yang tidak dikuasai, tarif 7.5% dar harga jual lelang

PPh pasal 22 = 7.5% x Harga jual lelang

Atas pembelian barang yang dananya dart APBN/D, tarif 1.5%

PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian

Penjualan kertas di Dalam Negeri oleh industri kertas

PPh pasal 22 = 0.10% x DPP PPN

Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN/APBD
PPh pasal 22 = 1.5% x harga jual

Penjualan semen di Dalam negeri oleh industri semen

PPh pasal 22 = 0.25% x DPP PPN

Penjualan baja di Dalam Negeri oleh industri baja

PPh pasal 22 = 0.3% x DPP PPN

Penjualan otomotif oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM importir
kendaraan umum dalam negeri

PPh pasal 22 = 0.45% x DPP PPN

Penjualan rokok di dalam negen pleh industri rokok

PPh pasal 22 = 0.15% x harga banderol

Penjualan premium . solar premix. super TT oleh pertamina kepada SPBU
Swasta/ pertamina

PPh pasal 22 SPBU Swasta = 0.3% x penjualan

PPh pasal 22 SPBU Pertamina = 0.25% x penjualan

Penjualan minyak tanah / gas LPG, pelumas

PPh pasal 22 =0.3% x penjualan
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m) Penjualan barang kepada BL, BPPN. BULOG, TELKOM. PLN. PT Garuda

Indonesia, PT Indosat, PT krakatau steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang
dibayar dengan APBN maupun non APBN

PPh pasal 22 = 1.5% x harga beli

Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri/ekspor dari pedagang
pengumpul oleh industridan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian dan perikanan

PPh pasal 22 = 1.5% x Harga Beli

2.9 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Yang dikecualikan objek Pajak

Penghasilan Pasal 22 adalah:

1.

Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.

Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk

diekspor kembali.

Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor

kemudian diimpor kembali dalam kualitas vang sama atau barang-barang

vang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian,
yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal

berikut:

a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi bendahara
pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yvang
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diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.yang jumlahnya paling
banyak Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai
sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi badan usaha
tertentu yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan
tertentu yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang jumlahnya
paling banyak Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk PPN
dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang
nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

¢. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
pelumas, bendabenda pos, pemakaian air, dan listrik.

d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk
sampingan dari kegiatan usaha lain di bidang minyak dan gas bumi yang
dihasilkan di Indonesia.

e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan
panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan.

f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalu
proses industriekspor manufaktur yang jumlahnya paling banyak
Ep20.000.000,00 tidak termasuk PPN bukan merupakan jumlah vang
dipecah-pecah.

g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan
atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang

perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri

otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek
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(APM). dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia.

10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan
Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang

mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.10 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 22

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, menurut Resmi (2019: 284),
menyatakan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah membavyar
atas delegasi KPA vyang dana tersebut berasal dari APBN/APBD dikenakan
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1.5% dan harga pembelian tidak
termasuk PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.
Rumus untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 22:

PPh pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian (tidak masuk PPN)

2.11 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan 22

Pelaporan merupakan proses yang di lakukan setelah penyetoran PPh pasal 22
atas pengadaan barang. Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT
masa PPh pasal 22 dan penyetoran PPh pasal 22 wyang dipungut dilakukan
menggunakan e-billing ke kantor pos atau bank persepsi. Pelaporan paling lambat 14
hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-

undang perpajakan.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Sumber dan Jenis Data
3.1.1 Sumber Data

Dalam menggumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber
data sebagai berikut ;

1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer
merupakan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan
kuisioner Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu data hasil wawancara
dengan bendahara dan staf lapangan yang berkaitan dengan perhitungan dan
pelaporan pembelian barang oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.

2) Data sckunder
Data sekunder adalah data vang didapatkan secara tidak langsung dar objek
penelitian. Data sekunder vang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, buku,
ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.
Data sekunder vang digunakan dalam penelitian yaitu data mengenai perhitungan dan
pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI
Bandar Lampung.

3.1.2 Jenis Data
Jenis data vang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Data Kualitatif
Data kualitatif didefinisikan sebagai data yang mendekati dan mencirikan
sesuatu. Data i1 dapat diamati dan dicatat. Data i bersifat non-numerik,
Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi. wawancara satu lawan
satu, melakukan focus group, dan metode serupa. Data kualitatif dalam
statistik disebut juga sebagai data kategorikal data yang dapat disusun secara

kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari suatu hal atau fenomena.
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2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat
dihitung dan dibandingkan pada skala numenk. Ini mencakup rata-rata,
jumlah total, perbedaan jumlah, dan lain-lain. Data kuantitatif cenderung
terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Data ini digunakan
researcher untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang aspek “apa” dan
“berapa banyak”. Dengan kata lain, data kuantitatif digunakan untuk

menjawab pertanyaan secara umum/luas.

3.2 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini,
maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan
mengenal suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi
penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan
pencatatan vang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang
diteliti.

Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa pengertian observasi
ialah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan
cermat demi mendapatkan suatu informasi atau sekadar membuktikan
kebenaran dan suatu penelitian.

Bisa dikatakan juga kalau proses observasi sebagar salah satu teknik
pengumpulan data yang sesual dengan tujuan penelitian seperti daftar
pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak SSP,
dan SPT Masa/Tahunan pada Kantor Imigrasi Kelas | TPl Bandar Lampung.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu tekmik vang sering digunakan untuk

mengumpulkan informasi atau data dan seseorang atau kelompok orang.

Mater1 Wawancara berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dibahas
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dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang
disebut interviewer. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara
langsung dengan pihak Bagian Keuangan PT. Wijaya Karya Beton, Thk PPB
SUMUT menegenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam
melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan
dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan
menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pengertian dokumentasi dalam penelitian adalah dokumen yang
menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang ash atau langsung dan

sumbernya.

3.3 Objek Kerja Praktik
3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian in1 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas [ TPI Bandar Lampung
yang beralamat di JI. Hj. Hamiah No.3, Gulak Galik, Kee. Tlk. Betung Utara, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35214, Penelitian dilaksankan selama 40 han (empat

puluh hari) terhitung dari tanggal 10 januari — 29 februar 2024,

3.3.2 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
3.3.2.1 Profil Singkat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Kantor Imigrasi Kelas [ TPI Bandar Lampung adalah salah satu Unit Pelaksanaan
Tekms (UPT) dan Kantor Wilavah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Provinsi Lampung. Kantor Imigrasi Kelas
[ TPI Bandar Lampung sendin dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Palembang pada tahun 1959,

Ketika kantor Imigrasi Lampung berdirt pada tahun 1959, Kantor Imigrasi
lampung saat itu masih merupakan bagian dari wilayah kerja Kanim Palembang

meliputi seluruh wilayah hukum keresidenan Lampung.
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Pada tanggal 19 Oktober 2009 Kantor Imigrasi Kelas [ Bandar Lampung
menempati gedung baru di JI. Hj. Haniah No. 3 Cut Mutiah Bandar Lampung dengan
Luas Bangunan 1629 M2 yang terdiri dari 3 Lantai diatas tanah seluas 2204 M2 yang
diresmikan pembangunanya oleh Bapak Patrialis Akbar Mentenn Hukum dan HAM
Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2010.

Wilayah kota dan kabupaten tersebut antara lain adalah :

a) Kota Bandar Lampung

b) Kota Metro

¢) Kabupaten Lampung Tengah
d) Kabupaten Pesawaran

¢) Kabupaten Tanggamus

f) Kabupaten Pringsewu

Keberadaan Kantor Imigrasi Bandar Lampung merupakan salah satu dan upaya
Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam memacu pembangunan wilayah. Berada
langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi Bandar
Lampung memiliki suatu peran yang sangat penting, terutama dalam hal pelayanan
terhadap masyarakat publik yang berkenaan dengan kegiatan keimigrasi-an. Selain itu
juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pihak Imigrasi juga melakukan
pengawasan intern dan melekat terhadap pegawai agar lebih professional dalam
melakasanakan tugas. Pihak Imigrasi juga memberikan berbagai fasilitas agar
masyarakat pemohon jasa keimigrasian merasa nyaman dan terlayani.

Kantor Imigrasi Kelas I TPl Bandar Lampung sebagai instansi yang termasuk
Wajib Pungut PPh Pasal 22 maka dari itu Bendahara Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI
Bandar Lampung vang memiliki kewajiban melakukan Perhitungan PPh Pasal 22
setiap kali melakukan transaksi pembelian barang yang menggunakan APBN dengan
tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMEK
No.41/PMK.010/2022. Pembelian-pembelian ini merupakan pembelian perlengkapan
kantor berupa barang seperti komputer, mebel, ATK, dan barang lainnya oleh

Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang.
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3.3.2.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung
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Gambar 1. 1 Struktur Organisast Kantor Inugrasi Kelas [ TP Bandar lampung
Sumber : Website Imigrasi Republik Indonesia

Pada Kantor Imigrasi Kelas [ TPl Bandar Lampung jabatan tertinggi dipimpin oleh
Kepala Kantor yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab, mengkoordinasikan
dan mengendalikan seluruh pelaksanaan aktivitas pegawai dari setiap seksi yang ada
di kantor. Pada Kantor Imigrasi Kelas [ TPl Bandar Lampung Kepala Kantor
membawahi lima seksi yang ada di kantor tersebut.
Lima seksi tersebut yaitu ;
a) Sub Bagian Tata Usaha
Berdasarkan formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas
I Bandar Lampung, kegiatan tugas pokok dan fungsi untuk jabatan Kepala Sub
Bagian Tata Usaha antara lain yaitu :
1. Menyusun konsep program dan rencana kerja

2. Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan



23

Melaksanakan tugas dibidang umum perkantoran

4. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian Kassubag tata usaha sendin
membawahi langsung tiga bagian penting di Kantor Imigrasi, yaitu bagian
urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan umum.

Tugas masing-masing bagian tersebut antara lain :

a. Urusan Keuvangan bertugas untuk menyusun program kerja, membuat
rencana kerja dan kalender kerja pada urusan keuangan, mencatat,
membukukan, menyimpan dan mengeluarkan buku kas umum anggaran
rutin serta membuat pertanggungjawaban keuangan setiap bulan. Membuat
laporan pertanggungjawaban bendahara dan juga rekonsiliasi ke Kanwil dan
KPPN.

b. Urusan Kepegawaian bertugas untuk menyusun program kerja. membuat
rencana kerja dan kalender kerja pada urusan umum, melakukan
pengawasan terhadap kerja bawahan. memberikan petunjuk dan 76
bimbingan pelaksanaan tugas, melakukan penilaian terhadap pegawai kantor
imigrasi, serta memenuhi semua tugas-tugas yang di perintahkan oleh atasan
untuk proses kepegawaian.

¢. Urusan Umum bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana
kerja dan kalender kerja pada urusan umum, mengolah data barang milik
negara, menyusun dan membuat laporan rencana pengadaan dan
pengeluaran ATK dan barang-barang perlengkapan, serta memenuhi semua

kebutuhan vang berhubungan dengan bagian umum.

b) Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian (LANTASKIM)
Tugas pokok dan fungsi untuk Seksi Lantaskim berdasarkan
formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi
Kelas | Bandar Lampung antara lain adalah:
1. Membuat program dan rencana kerja seksi LANTASKIM
2. Melaksanakan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk atau

izin keluar dan fasilitas keimigrasian
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Melaksanakan pemberian dokumen perjalanan sesuai dengan aplikasi SPRI

Membuat laporan hasil evaluasi seksi lalu lintas keimigrasian 77

Tugas Sub Seksi Lintas Batas keimigrasian dan Sub Seksi perizinan

keimigrasian antara lain yaitu

il.

Sub Seksi lintas batas keimigrasian bertugas melakukan pemeriksaan
terhadap dokumen paspor, menandatangi dokumen dan membenkan
penilaian terhadap kinerja petugas pada subseksi lintas batas, serta
melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas pelabuhan dan
instansi terkait pada pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan pesawat.
Tugas dari SubSeksi Penizinan keimigrasian yaitu melayani pemohon
paspor untuk melakukan pembayaran, photo, sidik jari dan interview,
melakukan penyimpanan map permohonan yang sudah di verifikasi dan
berkas paspor yang sudah di tanda tangani kepala kantor serta membantu
pengembalian paspor yang sudah selesai untuk diserahkan ke pemohon dan

map yang telah selesai ke informasi dan sarana keimgrasian.

¢) Seksi Status Keimigrasian (STATISKIM)

Dalam formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil kantor Imigrasi Kelas |

Bandar Lampung dijelaskan tugas pokok untuk Seksi Statiskim adalah antara

lain :

1.
2.
3.
4.

Membuat program dan rencana kerja seksi status keimigrasian
Melaksanakan tugas dalam penelaahan status kemmigrasian
Melaksanakan tugas pemberian dalam penentuan status keimigrasian

Membuat laporan hasil evaluasi seksi status keimigrasian

Dalam seksi status keimigrasian terdapat dua SubSeksi yaitu subseksi penentuan

status  keimigrasian dan Sub Seksi penelaahan status keimigrasian yang

keduanya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

il.

Tugas Sub Seksi Penentuan status keimigrasian adalah melaksanakan
permohonan lzin Tinggal Terbatas (ITAS) , [zin Tinggal Tetap (ITAP) dan

alih status, pemberian SKIM serta penentuan status kewarganegaraan.
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Tugas SubSeksi Penelaahan status keimigrasian adalah melaksanakan
permohonan lzin Tinggal Kunjungan (ITK), Visa On Armival (VOA) dan
melaksanakan  pemberian  Affidavit  serta  penelaahan  status

kewarganegaraan.

d) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM)

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi

antara lain yaitu :

.

b.

Membuat program dan rencana kerja seksi wasdakim

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan
keimigrasian

Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka projustitia
Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan orang
asing { TIMPORA )

Membuat laporan pengawasan dan penindakan keimigrasian

Menyusun, memelihara, dan mengamankan daftar pencegahan dan
penangkapan.  Seksi Pengawasan dan  Penindakan keimigrasian ini
membawahi dua SubSeksi yaitu SubSeksi pengawasan keimigrasian dan

SubSeksi penindakan keimigrasian.

Adapun tugas dan fungsi kedua SubSeksi tersebut adalah sebagai berikut :

1.

SubSeksi  Pengawasan Keimigrasian bertugas untuk melaksanakan
pengawasan, pemantauan, dan pengecekan terhadap pelanggaran dan tenaga
kerja WNA serta melakukan koordinasi masalah pengawasan Orang Asing
dengan instansi terkait.

SubSeksi Penindakan Keimigrasian bertugas untuk membantu tugas seksi

wasdakim dan melakukan penindakan pelanggaran keimigrasian.

¢) Seksi Informasi dan Saran Komunikasi Keimigrasian (TIKIM)

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian memiliki memiliki

tugas dan fungsi sebagai berikut :
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1. Membuat program dan rencana kerja Sisimfokim.

2. Melakukan pengumpulan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi,
dan penyebarannya untuk penvelidikan keimigrasian.

3. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan

pengguna serta pemeliharaan sarana komunikasi.

3.3.2.3 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas | TPI Bandar Lampung
Visi
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
Misi
1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas
Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas

Mewujudkan penghormatan. pemenuhan, dan perlindungan HAM

LB

Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan
HAM, serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan

berintegritas.

3.4 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar
Lampung

Bendahara Kantor Imigrasi Kelas | TPl Bandar Lampung melakukan perhitungan
PPh Pasal 22 setiap kali melakukan transaksi pembelian barang yang menggunakan
APBN dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan PMK Nomor
41/PMK.010/2022 sebesar 1,5% atas transaksi pembelian barang dengan nilai
transaksi diatas 2.000.000 dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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3.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar
Lampung

Bendahara Kantor melakukan Pelaporan PPh pasal 22 dengan cara mengisi SPT
Masa PPh Pasal 22 berdasarkan peraturan yang berlaku melalui e SPT Masa PPh 22,
dengan cara melakukan install atau update e-SPT Masa PPh Pasal 22, Lalu
memasukkan tarif PPh 22 atas pengadaan barang (baik final maupun tidak final).
Berikut langkah-langkah Bendahara Kantor melakukan pelaporan SPT Masa PPh 22
di e-Bupot Unifikasi :

1. Masuk ke akun Klikpajak

2. Klik menu “Lapor Pajak™, pada kolom “SPT Masa”,

3. Pilih “SPT Masa PPh 22" dan pilih Masa Pajak dari SPT PPh 22 yang akan
dilaporkan.

4. Klik “Lapor SPT", maka SPT tersebut akan disampaikan ke DIP.

Bendahara Kantor selalu memastikan SPT sudah berstatus Siap lapor, yang dapat
diketahui melalui tabel Daftar SPT. Dapat dilihat juga melalui Halaman Tagihan &
Setoran, yang ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan. SPT dengan
status Siap lapor memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa
tagihan telah lunas.

Apabila proses lapor SPT berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi Berhasil
dilaporkan dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya
terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.
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BABYV
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian atas kewajiban Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal
22 di Kantor Imigrasi Kelas | TPI Bandar Lampug, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang
berlaku dimana Bendahara Kantor melakukan perhitungan PPh Pasal 22
dengan tanif 1.5% atas transaksi pembelian barang dengan nilai transaksi
diatas 2.000.000 dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Kantor
Imigrasi Kelas [ TPl Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang
berlaku dimana Bendahara Kantor melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal
22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dengan tepat waktu.

Maka, Dalam menerapkan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian
barang di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Bandar Lampung sudah dilaksanakan dengan
baitk dan telah sesual dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan-ketentuan
berlaku.

5.2 Saran
Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk Instansi Terkait
a) Seluruh pegawai kantor perlu mengikuti dan mengetahui setiap perubahan
dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal
22 sesual ketentuan sehingea dikemudian han terhindar dari sanksi
perpajakan.
b) Bendahara Kantor dalam melakukan arsip dokumen terkait perpajakan
seperti Bukti Penerimaan Negara sangat lengkap dan rapi schingga

memudahkan apabila ada pemenksaan oleh pihak eksternal.
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2. Untuk Peneliti Selanjutnya
a) Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat meneliti lebih dalam lag
terkait PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah

dengan objek penelitian yang berbeda.



35

DAFTAR PUSTAKA

Adriani. (2014). Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Keuangan, P. M. (n.d.). PMK No. 34/PMK 102017 Tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembavaran atas Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: CV Andi
Offset

Peraturan Menteri Keuangan No 154/PMEL03/2010, Tentang Femungutan PPh Pasal
22

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang pengadaan
barang/iasa pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia.2015. Peraturan Menter1 Keuangan Nomor

107/ PMEK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor
154/PMK.03/2010. Jakarta

Purwono, Herry . (2010). Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta
HERLANGGA.

Puspita, Dian. (2015). Pajak Penghasilan Pasal 22.
https://www .onlinepajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22.

Resm, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Surat Pemberitahuan. Soemitro
(2011). Pengertian Pajak.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengertian Pajak sebagai Kontribusi
Negara, Pengertian SPT Tahunan, Jakarta 2007

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang kewajiban penyampaian pajak
Waluyo. 201 1. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta



